‘5 BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Sekretariat: JI. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. 0813 1666 5996
E-mail: set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor  : 3230/PM.00.02/K.JT-33/11/2024 Semarang, 14 November 2024
Sifat . Segera

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

1. Tim Kampanye Pasangan Calon
Dr.Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M. dan
H. Ir.lswar Aminuddin, M.T.

2. Tim Kampanye Pasangan Calon
H. A.S.Sukawijaya alias Yoyok Sukawi, S.E.,M.M. dan
H. Joko Santoso, S.E., M.M.

di
Semarang

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024
Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan
dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024,



e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

f. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilhan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 {fentang
Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Sehubungan dengan Tahapan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Samarang Tahun 2024, disampaikan hal —hal sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang;

Pasal 65 ayat (1) huruf ¢ berbunyi

“‘Kampanye dapat dilaksanakan melalui: ¢c. debat publik/debat
terbuka antar pasangan calon;”

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Wialikota dan Wakil Walikota;

Pasal 19 ayat (2), (3), (4) dan (5) huruf h berbunyi:

“(2) Pasangan Calon yang mengikuti debat tidak boleh
mendelegasikan ke orang lain dan harus hadir dalam debat
tersebut.

(3) Pasangan Calon vyang tidak mengikuti debat karena
melaksanakan ibadah, dibuktikan dengan surat keterangan dari
instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan
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pemerintahan di bidang agama dan disampaikan kepada KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari
sebelum pelaksanaan debat.

(4) Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena alasan
kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter
rumah sakit pemerintah dan disampaikan kepada KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota sebelum pelaksanaan debat.

(5) Dalam hal terdapat alasan ketidakhadiran Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota berwenang menetapkan kebijakan
lain untuk memenuhi pelaksanaan debat publik atau debat
terbuka.

(6) Dalam hal Pasangan Calon secara sah menolak mengikuti debat,
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan bahwa
Pasangan Calon dimaksud menolak mengikuti debat publik atau
debat terbuka pada papan pengumuman dan/atau laman KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”;

Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:
“(1) Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi, misi, dan
program Pasangan Calon dalam rangka:
a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
. memajukan daerah;
. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

. menyelesaikan persoalan daerah;

O o O o

. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah
kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
f. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
kebangsaan.

(2) Selain materi debat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) materi
debat Pasangan Calon mengacu pada materi Kampanye dan
program Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (1) dan ayat (2)";

Pasal 57 ayat (1) berbunyi:
(1) Dalam Kampanye dilarang:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
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b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon
gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil
bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai
politik;

c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah,
mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau
kelompok masyarakat;

d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau
menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan,
kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;

e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;

f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan
untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;

h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan
pemerintah daerah;

i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

J. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki
dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau

k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah
ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

c. Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati
Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota BAB Il huruf A angka
11 berbunyi:

“Selama pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar
Pasangan Calon, peserta debat sebagaimana dimaksud pada angka
1 dan pihak yang diundang sebagaimana dimaksud pada angka 10
dilarang:

a. membawa atribut Kampanye Pasangan Calon;

b. meneriakkan yel-yel/slogan pada saat debat berlangsung;

¢. membuat kegaduhan; dan

d. melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan
kepada pendukung kandidat Pasangan Calon lain.”

3. Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada
Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang pada
Pemilihan Tahun 2024, agar memperhatikan hal-hal tersebut di atas, dan
berpedoman sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.
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4. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Sebagai Laporan);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;

3. ——-—-Arsip--------
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